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KEPUTUSAN Bl 'PATI TANJUNG JABUNG BARAT

a,

NOMOR: 81 /Kep Bup/BPKAD/ 2018

TENTANG

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa untyk
Barang Milik Daerah di lingkungan

PEJABAT I’ENGELUL/}‘ BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGQA

RAN 2018

mewujudkan tertib afgministrasi Pengelolaan
Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dipandang peflu menetapkan Pejabat
Pengelola Barang Milik Daerah pada Unit Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jaburjg

bahwa berdasarkan
pada huruf a,
Pejabat
Pemerintah Kabupaten
Anggaran 2018;

pertimbangan

Tanjung

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19
Daerah Otonom Kabupaten dj

Pengelola Barang Milik Haerah di
abung Barat

Barat;

ebagaimana dimaksud
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Lingkungan
Tahun

tentang Pembentukan

Proginsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia{Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan U dang-Undang Nomor 7

1965 tentang Pembentukah

Tahun

Daerah Tingkat 11

Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
dengan mengubah Undang - Undang{Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonon

Kabupaten di Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negaga Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lem
Indonesia Nomor 27585);

baran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 54 Taﬁun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tgbo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung JaQung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik

1999 Nomor 182,
[Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan UTang - Undang Nomor

14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Re
2000 Nomor 81, Tambahan Lembsg
Indonesia Nomor 3969); ‘

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

ublik Indonesia Tahun
ran Negara Republik

tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik
Nomor 224, Tambahan Lembaran Neg
Nomor 5587) sebagaimana telah beber
dengan Undang-Undang Nomor 9

ndonesia Tahun 2014
ra Republik Indonesia
a kali divbah terakhir
ahun 2015 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2015 Nomor

(Lembpran Negara Republik
S8, |Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;
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| tentang Pembentukan

baran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201
Tambahan Lembaran

Peraturan Perundang-undangan (Lem
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Negara Republik Indonesia Nomor 5239
Nomor 58
(Lem

4,

—

Tahun 2005 tentdang
aran Negara Republik
Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Indonesia Tahun 2005 Nomor 0114

Negara Republik Indonesia Nomor 46614);
27 |(Tahun 2014 tentang

(Lembaran Negara

Pemerintah Nomor b
ili Dacra
ilik Negara/ omor Tambahan

omor 5533);
13 Tahun 2006

Peraturan
Pengelolaan Barang M
Republik Indonesia Tahun 2014

Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Npmor _
tentang Pedoman Pengelolaan Keuanggn Daerah sebagﬁmarj:g
telah diubah beberapa kali, terakhir dgngan Peraturan be;h "
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20fil tentang Peru ha
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NEgerl Nomor 13 Ta un
uangan Daerah (Berita

2006 tentang Pedoman Pengelolaan :
Negara Republik Indonesia Tahun 201] Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Npmor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Harang Milik Daerah;
mor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri N :
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
r 2036);

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo

Peraturan Daerah Kabupaten ’I‘anjunrg

10.
23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok

Jabung Barat Nomor
Pengelolaan Keuangan
Tanjung Jabung Barat

Daeah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2006 Nomor 230;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanju

8 Tahun 2013 tentang Pengelolaa
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanju

2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 201
dan Susunan Perangkat daerah (Lemb
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016
Lembaran Daerah Kabupaten Tanjun
3);
Usulan Pejabat Pengelola Barang Milik Da

Jabung Barat Nomor
Barang Milik Daerah

11.
g Jabung Barat Tahun

b tentang Pembentukan

aran Daerah Kabupaten
Nomor 6; Tambahan

. Jabung Barat Nomor

12.

{~

erah dari tiap-tiap Unit

Memperhatikan
Kerja di Lingkgngan Pemerintah Kabupaten [fanjung Jabung Barat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di ingkungan Pemerintah
Tghun Anggaran 2018

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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| : jan atas
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nguasaannya; dan . .
10. I::eng;/uusun dan menyampaikan lapojan barangh nggiirrll .
semesteran dan laporan barang pgngguna tahun
berada dalam penguasaannya-kepada bengelola Barang.

b. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barangj:

1. menyiapkan rencana kebutuhan daf penganggaran barang
 milik daerah pada Pengguna Barang; ;
9. meneliti usulan permohonan penetgpan status penggunaan
barang yang diperoleh dari bebasﬁ APBD dan perolehan
lainnya yang sah;
3. meneliti pencatatan dan inventarisg
yang dilaksanakan oleh Pengurus Ba
Barang Pembantu,;
4, menyusun pengajuan usulan
pemindahtanganan barang milik | daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang 'tidak Tnemerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah | selain tanah dan/atau
bangunan;

mengusulkan rencana penyeraha

berupa tanah dan/atau bangunap yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggar

: aan tugas dan fungsi
fgngguna Barang dan sedang tidal dimanfaatkan oleh pihak
ain;

si barang milik daerah
rang dan/atau Pengurus

pemanfaatan dan

1 barang milik daerah

- menyiapkan usulan pemusnahan [dan pengh
milik daerah; penghapusan barang

meneliti laporan barang semest¢ran dan
' 7 tahu /é
dilaksanakan oleh Pengurus Ba “Pengury

rang dan/atau
Barang Pembantu; . / Penguru
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8. memberikan persetujuan atas Surat Rermintaan Barang (SPB)
dengan menerbitkan Surat Perinb}jh Penyaluran Barang
(SPPB) untuk mengeluarkan barang thilik daerah dari gudang
Penyimpanan;

9. meneliti dan memverifikasi Kartu Ifjventaris Ruangan (KIR)

o setiap semester dan setiap tahun;

melakukan verifikasi sebagai dasar themberikan persetujuan

atas perubahan kondisi fisik barang rhilik daerah; dan

11 meneliti laporan mutasi barang| setiap bulan yang
disampaikan oleh Pengurus Bararlg Pengguna dan/atau

Pengurus Barang Pembantu,

C. Pengurus Barang Pengguna :

1. membanty menyiapkan dokumen rpncana kebutuhan dan
Peénganggaran barang milik daerah;
2. menyiapkan usulan permohonap  penetapan _ status
peénggunaan barang milik daerah yahg diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sahj; N
3. melaksanakan pencatatan dan invehtarisasi barang milik
(r daerah; .
4.  membanty mengamankan barang mflik daerah yang berada
pada Pengguna Barang; '
S.  menyiapkan dokumen pengajuan ugulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik Tdacrah berupa té}nah
dan/atau bangunan yang tidak mnjemerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah gelain tanah dan/atau
bangunan; _
6. menyiapkan dokumen penyerahan| barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan | yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaragn tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak difnanfaatkan pihak lain;
7.  menyiapkan dokumen pengajuan ugulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;
8. menyusun laporan barang semesterap dan tahunan;
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota
@ permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat
Penatausahaan Barang Pengguna,
11. menyerahkan barang berdasarkan Syrat Perintah Penyaluran
Barang (SPPB) yang dituangkan| dalam berita acara
penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangar (KIR) semesteran dan
tahunan; :
13.  memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan perset

juan  kepada Pejabat

Y Perubahan kondisi fisik

gecekan fisik barang;

15.  melakukan stock opname barang persediaan;

16.  menyimpan dokumen, antara lain: fofokopi/salinan dokumen
kepemilikan  barang milik  daedsh dan  menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatgusahaan;

17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang Pengguna Barang dan laporg barang milik daerah:
dan ;

18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengelola Bagang melalui Pengguna
Barang setelah diteliti oleh Pejabat Pgnatausahaan Pengguna
Barang.

L
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d. Pengurus Barang Pembantu

1. menyiapkan dokumen rencana kebu
barang milik daerah;

2. menyiapkan usulan permohonah Penetapan _ status
Peénggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban

APBD dan perolehan lainnya yang salf;

uhan dan Penganggaran

3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang  milik
daerah; .
4. membanty mengamankan barang mjlik daerah yang berada

pada Kuasa Pengguna Barang;

S, menyiapkan dokumen pengajuan upulan pemanfaatan dan
 Pemindahtanganan barang milik |daerah berupa tanah
dan/atay bangunan yang tidak mjemerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah elain tanah dan/atau
bangunan;
menyiapkan dokumen . penyerahan| barang milik_ daerah
®rupa tanah dan/atau bangunan| yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan Jtugas dan fungsi Kuasa
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan :111.1131'1 pemusnahan dan
‘ penghapusan barang milik daerah;
8, menyusun laporan barang semesterah dan tahunan;

9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan Rata
permintaan barang;

10. mengajukan Surat Permintaan Barg
Pengguna Barang;

11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran
Barang (SPPB) yang dituangkan

dalam berita acara

Penyerahan barang;

12, membuat Kart
tahunan:

13. memberi label barang milik daerah;

14, mengajukan permohonan persetuluan  kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang lalui Kuasa Pengguna
Barang atas perubahan kondisj ﬁ:it barang milik daerah
pengecekan fisik barang;

15, melakukan sto

16, menyimpan dokumen, antara lain: fo
kepemilikan barang  milik

~  asli/fotokopi/salinan dokumen penat

17, melakukan re ili

barang Kuasa Pengguna Barang ¢
daerah; dan

18. membuat laporan mutasi ‘barang
disampaikan pada Pengguna Baran

g (SPB) kepada Kuasa

U Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan

KETIGA Pengurus Barang Pengguna secara adminisfrasi bertanggung Jawab
kepada Pengguna Barang dan secara fungsipnal bertanggung Jawab
atas pelaksaaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat
Penatausahaan Barang,

KEEMPAT Dalam hal inj

fungsi administrasi,
Pembantu Pengurus
na Barang,

Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu olgh
Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Penggu
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

= s

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah diaf
Tahun Anggaran dan bertanggung jawab
atasan langsungnya.

Segala biaya yang timbul akibat diteta
dibebankan pada Anggaran Pendapataf
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
tiap Unit Kerja di Lingkungan Pemerinftah
Jabung Barat, '

KeputL‘zsan Bupati ini mulai berlaku sejak
sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di

G
Y

gkat untuk masa 1 (satu)
kepada Pengelola melalui

pkannya Keputusan ini
dan Belanja Daerah
ggaran 2018 pada tiap -

Kabupaten Tanjung

tanggal 1 Januari 2018

Kuala Tungkal
Jarnmvan 2018

JABUNG BARAT,
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